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ABSTRAK 

 

Liana Setiawati, 201420252013, Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada 

Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya  

Ditinjau Dari Pasal 10 KUHP. Pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin anak dari tindakan 

kekerasan. Menurut  data dari  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan 

pengasuh (2011-2016). Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat 

pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas, setelah persoalan anak terlibat kasus 

hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus. Keluarga yang paling terdekat adalah 

orangtua  dan merupakan pelindung yang utama di dalam kehidupan dari anak-

anaknya, maka sangatlah diharuskan tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan 

oleh mereka. Untuk memberikan efek jera kepada orangtua pelaku tindak kekerasan 

dan memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan itu sendiri, maka 

diperlukan penetapan sanksi  hukuman pidana tambahan yaitu : Pencabutan Hak 

Kuasa Asuh Orangtua. Berdasarkan hal ini maka penulis, akan membahas lebih 

dalam lagi terkait dengan sanksi pidana tambahan ini, dengan membahas 

permasalahan yaitu : a) apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang perlindungan anak sudah memberikan jaminan perlindungan kepada anak 

korban kekerasan ?, b) bagaimanakah penetapan sanksi pidana tambahan kepada 

pelaku tindak kekerasan terhadap anak ?. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan 

azas-azas hukum yang ada. Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa, perlindungan anak harus dilakukan sejak dini, sejak anak dalam 

kandungan sampai anak tersebut berusia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang 

No.23 Tahun 2002, dan untuk memberikan efek jera kepada orangtua yang 

melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya, perlu diberikan juga sanksi 

pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di 

Indonesia.  

 

Kata Kunci : Perlindungan anak, Pencabutan Hak Kuasa Asuh Orangtua, 

Sanksi Pidana Tambahan   
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ABSTRACT 

 

Liana Setiawati, 201420252013. Stipulation Of  Criminal Sanction Revocation Of  

The Principal Rights Of  The Children On Parents Who Do The Criminal Violence 

Of Children To Their  Child. The establishment of Law No.23 of 2002 on Child 

Protection as amended by Act No.35 of 2014 on Child Protection is to guarantee the 

child against acts of violence. According to data from the Indonesian Child Protection 

Commission (KPAI) noted 4,294 cases of child abuse were committed by families 

and caregivers (2011-2016). Cases of violence that occurred at home and place of 

care is in the second highest, after the issue of children involved legal cases recorded 

as many as 7,698 cases. The closest family is the parent and is the primary protector 

in the life of the children, so it is absolutely necessary that no act of violence 

perpetrated by them. To provide a deterrent effect to the perpetrator's parents and 

provide protection to the child of the victim's own victim, it is necessary to establish 

additional penal sanctions namely: revocation Of The Rights Of Parents. Based on 

this matter, the writer, will discuss more deeply related to this additional criminal 

sanction, by discussing the problem that is a) Does the legislation regulating child 

protection already provide protection for child victims of violence? b) how is the 

enactment of additional criminal sanctions to perpetrators of violence against 

children?. This research uses normative juridical approach method which is done by 

examining the library materials and the legal principles that exist. Based on the 

results of the above discussion, it can be concluded that, the protection of children 

must be done from an early age, since the child in the womb until the child is 18 

years old in accordance with the Act No.23 of 2002, and to provide a deterrent effect 

to parents who commit violent crimes against their children, additional criminal 

sanctions should also be provided in article 10 of the Indonesian Criminal Code. 
 

 

Keywords: Child Protection, Deprivation of Parents 'Parents' Rights, Additional 

Criminal Sanctions 
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